GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
' NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 900/8/V/2011 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

TRANSFER ATAS BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI

KHUSUS TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/
KELURAHAN/KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan pengkajian dan analisis
serta evaluasi terhadap Peraturan Gubernur
Nomor 900/8/V/2011 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Transfer Atas Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus Tambahan Dana Infrastruktur
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/
Distrik /Kelurahan/Kampung masih terdapat
kekurangan atau ketidaklengkapan dari
Peraturan Gubernur dimaksud sehingga
perlu untuk menggantinya;
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Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

i

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Papua
Barat tentang Pencabutan  Peraturan
Gubernur Papua Barat Nomor
900/8/V/2011 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Transfer Atas Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus Tambahan Dana Infrastruktur
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/
Distrik /Kelurahan /Kampung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten  Paniai, Kabupaten = Mimiki,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 018/PUU-1/2003;
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah  dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
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32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5209);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
47 /KMK.07 /2002 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Otonomi Khusus Papua;

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

pkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG PENCABUTAN  PERATURAN
GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR
900/8/V/2011 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI
KHUSUS DAN TAMBAHAN  DANA
INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/
DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/8/V/2011
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Transfer Atas Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus
Tambahan Dana Infrastruktur Kepada Pemerintah
%=bupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung dicabut dan
“myatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
dundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Februari 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI
Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD
MARTHEN LUTHER RUMADAS
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 184

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005
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